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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5; T.stl 2nis

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENERIMAAN KAS,

Menimbang

Mengingat

PENGELUARAN KAS, ASET TETAP DAN PERSEDIAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka mewuudkan Kinerja pemerintahan
daerah vang optimal, diperlukan standar operasional
prosedur penyelenggaraan tueas-tugas pemerintahan
dacrah;

bahwa berdasarkan Pasal & ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap dan
FPersediaan pada Pemerintah Daerah diatur dengan
Peraturan gubernur/bupati/walikota vang mengacu pada
Pedoman Umum Sistem Akuntansi;

buhwa sesual Peraturan Meten Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar AKuntansi
Permerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
Kepala Daerah menetapkan Standar Operasional
Prosedur tentang Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset
Tetap dan Persediaan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan huruf ¢, perla
menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Standar
Operasional Prosedur tentang Penerimaan Kas,
Pengeluaran Kas, Aset Tetap dan Persediaan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950):

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara
Republilk indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan



Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3202
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor & Ta'mn IIQES
tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka_n
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Palsa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987),

indang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelengara Negara vang Berzih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang MNomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangrungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);




10.

11

| 48

13.

14.

13,

16,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamnbahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5049);

Lndang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengar Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabhun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia WNomor 3098)
sehagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor ¥ Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2014 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W: kil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
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tentang Perubahan Ketiga Atas. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47 Tamirhan Lembaren Negara

Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun‘ IEI}DS er:m::r 45
Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor
45032), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tabun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376)
sebapgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20( 5 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Negara Republik Indonssia Nomor 4578);

Peraturan Pemernintah Nomor 65 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minima! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 45835);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Penyvelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laparan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada
Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemenntghan Daeral.h
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah MNomor 39 Tehun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238 /PMK.05/201 1tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia  Nomor 4316);

Peraturan Pemerintah Neomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 200% tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1"}.5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351},

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusanan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomeor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan
Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Piniaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4370);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3272);

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D3l

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tentang Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2]15 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Penpgadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5653);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5299):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
teniang Pedoman Tekniz Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan keuangan Dacrah,
Pengangegaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Operasional Penunjang Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penatausahaan dasn Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahars Serta

Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201]
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 3% Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang FPedornan Tata Cara Pcnqhit:_}ngan!
Penganggaraan dalam APBD, dan Tertib Auwrministrast
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangpungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1744);

Peraturan Daerah Kabupatsn Bekasi Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahen wyang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Belkasi:




Menetapkan

51. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Bekas: Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tabun 2011 Nomor 1);

53, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 8);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Nomor 8);

55. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 62 Tahur 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tfentang
Kebijakan Akuntansi Pemeriniah Daerah Kabupaten
Bekasi;

56. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TENTANG PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN

KAS. ASET TETAP DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
Bekasi selaku pengguna barang;
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Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggeran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau perolehan lainnya yang sah;

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian
proses mulal dan peacatatan; penmkhitisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan yvangberkaitan Jengan penerimsan kas
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer;

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah semnglcaian:
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mu]EEi dari
pencataten, pengeolongan dan peringkasan transaskst atay
kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalum rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD vang berkaitan
dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah dacrah atau dimanfaatkan olch
masyarakatl umum;

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarken atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
mempercleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kendisi dan tempat yang
siap untuk dipergunakan;

Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh

pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurang

taksiran biaya pelepasan;

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset telap yvang dapat disusutkan (Depreciable Asets) selama
masa manfaat aset tetap yang bersangkutan;

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai,
untuk  meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atan
memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah
nilai-nilai aset tersebut:

Nilai minimum kapitalisasi [capitalization treshold) adalah
nilai pengeluaran batas minimum untuk perolehan aset tetap
atau asect lainnya;

Persedizan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan
operasionai  pemerintah, dan  barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat: g
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Pengelola Barang Milik Daerah adalah Peabat vang
berwenang dan bertanggungiawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik deerah;

Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang atlm_xjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat peda unit kerja SKPD vang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesual dengan bidang tugasnya;

Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;

Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada
disetiap SKPD/umt Keija,

Tim Stok Opname Fisik Persediaan acolah tim yang diangkat
berdasarkan  surat keputusan  kepala SKPD yang
beranggotakan pegawai negeri pada unit kerja SKPD yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan
ditempat penvimpanan persediaan;

Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan
barang daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah,

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur [SOP)
Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap dan Persediaan
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah
untuk memberikan petunjuk teknis kepada SKPD yang terkait
dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan kKeuvangan
Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka
tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengsloiaan
Fenerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Aset Tetap dan Persediaan
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.




EBAB III
RUANG LINGKUT

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah :

TR A R

(1)

(<)

(3)

(1)

Bendahara Umum Daerah;

Uang Daerah;

Rekening Milik Bendahara Umum Daerah;

Bunga dan/atau jasa Giro;

Penerimaan Pemerintah Daerah;

Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Proses Pengeluaran dan Belanja;
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah.

BARB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HAS

Bagian Kesatu
Penerimaan Kas pada SKPD dan SKPED

Pasal 4

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi
serangkaian proses mulai dari pencatatan,pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan  kas dalam  rangka  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
ataumenggunakan aplikasi computer.

Bukti tansaksi vang digunakan dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup;

a. bultt transfer;

b. nota kredit bank: dan

c. Surat perintah pemindahbukuan.

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau

b. SKR; dan/atau

c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 5

Pma:dur_ akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi
serang}{a:an proses mulai dan pencatatan,pengikhtisaran,
sampal dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan  kas dalam rangka pertangpungjawaban
pelaksanaan AFBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer,
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Bukti transaksi vang digunakan dalam prosedur akuntansi
penenimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2] mencakup:

a. bukt: transfer;

b. nota kredit bank; dan

£. Surat perintah pemindahbukuan,

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan:

. surat tanda setoran (STS);

. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah};

surat ketetapan retribusi (SKR);

laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan
bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Bagian Kedua
Pengeluaran Kas pada SKPD dan SKPKD

P RO TE

Pasal 6

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtfisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran  kas dalam  rangka  pertanggurgjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a, sub prosedur aluntans pengeluaran kas-langsung; dan

b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang
persediaan/ganti  uwang  persediaan/tambahan  uang
persediaan.

Bukti transaksi vang digunakan dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencalup:

a. 3P2D; atau

b, nota debet bank; atau

c.'bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

Bulti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan:

a. SPM; dan/atau

b. SPD; dan/atau

¢. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 7

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi
serangkaian proses mulai dari pencatatan pengikhtisaran,
sampai dengan pelapcran keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran  kas daam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer,
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Bukti transaksi vang digunakan dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencakuip:

&. Surat perintah pencairan dana (SP2D}; atau

b. Note debet bank.

Bukti transaksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkani dengan:

a. surat penyediaan dana (SPD);

b. surat perintah mermbayar (SPM);

c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Buku vang digunakan untuk mencatat trans.aks?‘ dalam
prosedur akuntansi pengelusran kas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mencakup:

a. buku jumal pengeluaran kas;

b. buku besar; dan

c. buku besar pembantu.

BABV
PERSEDIAAN

Bagian Kesatun
Persediaan

Pasal 8

Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan
dalam rangka pelayanan masyarakat.

Jenis-jenis persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

1. Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yvang bekas
pengounaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya
ATK, kertas, bahan cetak, suku cadang dan lain-lain.

2. Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat

" digunakan berulang kali, misalnya box file, komponen
peralatan dan lain-iain. :

3. Persediaar, Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai
vang masih dapat digunakan misalnya pipa ar, pipa bes
dan lain-lain.

4, Persediaan untuk dijual, misalnya Aspal dalam Drum,
Obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan
lain-lain,
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Bagian Kedua
Pengakuan Persediaan

Pasal 9

Persediaan diakui pada saat : .

a. potensi manfaat ekonomi mnsa fitpan Idipemieh
pemerintah dacrah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal;

b, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi,
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Bagian Ketiga
Pengukuran Persadiaan

Pasal 10

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik,
maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan
laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi
dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok
produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila dipercleh dengan pembelian. Biaya
perclehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnyva vang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan,

b. Harga pokck produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan
meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung vang
dialokasikan secara sistematis,

€. Nilaiwajar, apabila diperoleh dengan cara lainnva seperti
donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset  alau penyelesaian kewajiban anta pihak vang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar
(armn length transaction).

BAB VI
PENYAJIAN DAN PENGUNGEAFPAN

Pasal 11
Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

a. persediaan  seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakst, barang atau
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perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyvarakat, dan barang yvang masih dalam proses
produksi vang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat; dan

b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak
atau usang,

BAB VII
ASBET

Bagian Kesatu
Aset Tetap

Pasal 12

Aset tetap adalah aset berwujud vang mempunvai masa
manfaat lebih dari 12 [duabelas) :dan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah dacrah atau dimanfaatkan oleh
masvarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamasn dalam sifat
dan fungsinya  dalam  aktivitas operasi  entitas
akuntansi/pelaporan. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai
berikout :

g) Tansah;

b} Peralatan dan mesin;

c] Gedung den bangunan;

d) Jalan, irigasi, dan jaringan;

e) Aset tetap lainnya; dan

i} Komstruksi dalam pengerjaan,

Bagian Kedua
Pengakuan Aset Tetap

Pasal 13

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi 2
{dua) hal, yaitu kriteria dan nilai minimum kapitalisasi.

Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a} Berwuud;

b Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas) bulan:

¢} Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi nermal
entitas; dan

¢) Diperoieh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

fi Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran
untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
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Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk
digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan
operasionalnya dan bukan dimaksuc~- untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat

penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikal tanah dan bukti kepemilikan kendarsan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung derngan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset fetap
tersebut harus diakui pada saat terdapat ' bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas
sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Bagian Hetiga
Pengukuran Aset Tetap

Pasal 14

Aset tetzp diakul pada saat manfaat eckonomi masa depan
dapat diperoleh dan nilainva dapat diukur dengan handal,
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi 2
(dua) hal, yaitu kriteria dan nilai minimum kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.

Suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran
yvang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk
perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang
digunakan dalam proses konstrulksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengen cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, scwa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pembangunan aszt tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui
scbagal suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut
diperoleh.




(T] Aset teiap vang diperoleh dar sumbangan (donasi) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat peroleban,

(8] Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
operasional.

(%) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah mlai wajar
pada sast neraca awal tersebut disusun. Untuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset
tetap baru, suatu entitas menggunakan biays perolehan atau
harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

BAB VIII
KOMPONEN BIAYA

Pasal 15

Biaya perolehan suatu aset tetap terdirl dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi vang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan vang dimaksudlan.

BAE IX
PENGUNGEKAPAN ASET TETAP

Pasal 16

(1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
masing jenis aset tetap sebagai berikut : s
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mensntukan nilai

tercatat (carryng ammount}; _ _
b} Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukan :
 Penambahan;
= Pelepasan;
s Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
+ »  Mutasi aset tetap lainnya.
¢) Informasi penyusutan meliputi :
« Nilai penyusutan;
« Metode penyusutan yang digunakan;
» Masa manfaat atau terif penyusutan vang digunalzan:
« Nilai tercatat bruto dan akumulasi penvusuian pada
awal dan akhir periode,

(2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b} Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi vang berkaitan
dengan aset tetap;
¢] Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
d} Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

(3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali,
maka hal-hal berikut harus diungkapkan :
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a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b} Tanggal cfekil penilaian kembali;

c) Jika ada, nama penilai independen;

d] Hakikat setiap petunjuk vyang digunakan untuk
menentukan biayva pengganti;

e] Nilai tercatat setiap jenis asct tetap.

BAB X
PENYUSUTAN ASET TETAP

Pasal 17

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolchan aset tetap
tersebut dikurang akumulasi penyusutan. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset
tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap vang dapat disusutkan (depreciable asets) sclama
masa manfaat aset yang bersangkutan,

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap dan diadoui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan vang digunakan adalah Metode Garis
Lurus (Straight Line Method) tanpa nilai residu.

Perhitungan npenvusutan dilakukan pada tlahun barang
tersebut diperoleh.

Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan
menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
kebijakan ini.

Penentuan masa manfaat untuk setiap aset tetap dilakukan
dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat sebagaimana

terlampir,



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatar—- dalam Berita Daerah
Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Drsembexr 2015
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